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Judul Skripsi:  ALASAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN
TATA USAHA NEGARA DAN PROSES PENUNDAAN
PELAKSANAAN KEPUTUSAN TUN YANG DIGUGAT

Penulis, Pembimbing Pertama,
Aan Syaputra ' Dr. Derry angling K. SH., M. Hum
Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. Jauhariah . SH.,MM. MH

ABSTRAK

Alasan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan
Kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan
manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan keputusan tata
usaha negara tersebut. Pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu
tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan
Mekanisme penundaan/schorsing di pengadilan tata usaha negara setelah
dikeluarkannya pasal 65 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang
administrasi pemerintahan dengan adanya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap mempergunakan aturan
yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara dan aturan-aturan turunan yang mengatur lebih
lanjut mengenai penetapan penunndaan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung
dan keberadaan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan tidak menghapus pengaturan penundaan yang diatur
dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, karena hal-hal yangdiatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor
30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbeda perlindungan
huk“"}n}/a- Jika dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara hal yang dilindungi adalah kepentingan Penggugat
yang akan dirugikan dengan dikeluarkan Keputusan Pemerintah.

Kata Kunci, Gugatan, Keputusan Tata Usaha Negara, Penegakan Hukum
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BAB 1\
PENRUTUP

A Kesimpulan
Dari apa yang telah diuraikan pada bab-bab (erdahulu, maka dapatiah
penulis simpulkan sebagai berikut :

|, Alasan penundaan pelaksanaa~ Keputusan Tata Usaha Negara dikarenakan

Kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding
dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan
keputusan tata usaha negara tersebut.

Pelaksanaan keputusan tata usaha negara yang digugat itu tidak ada
sangkut  pautnya dengan kepentingan umum  dalam  rangka
pembangunanMekanisme penundaan/schorsing di pengadilan tata usaha
negara setelah dikeluarkannya pasal 65 undang-undang nomor 30 tahun
2014 tentang administrasi pemerintahan dengan adanya Pasal 65 Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan tetap
mempergunakan aturan yang terdapat dalam Pasal 67 Undang-Undang
Nomor § Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan aturan-
aluran turunan yang mengatur lebih lanjut mengenai penetapan
penunndaan yang dikeluarkar, oleh Mahkamah Agung dan keberadaan
Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan tidak menghapus pengaturan penundaan yang diatur dalam
Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara, karena hai-hal yangdiatur dalam Pasal 65 ) ndang-Undang
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbeda
Perlindungan hukumnya. Jika dalam Pasal 67 Undang-Undang Nomor 5

¥
ahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara hal yang dilindungi
adalah kepentingan Penggugat

. yang akan dirugikan dengan dikeluarkan
*PUtusan Pemerintah. |
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